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Abstract: The research objectives are to analyzing the level of 
performance achievement of minimum standards of health service in 
North Bengkulu Regency. This research used the quantitative 
descriptive and evaluative research. The research using census units, 
by examining all existing Community Health Center in North Bengkulu 
Regency. This study used secondary data as the main data (the data 
obtained from the annual report of the Department of Health North 
Bengkulu Regency), and followed by an interview to the Chief Medical 
Officer North Bengkulu Regency as a cross check. Performance of the 
health sector conducted by the Community Health Center cannot 
achieve minimum standard of health service in compare with the 
Regulation of the Minister of Health No. 741/Menkes/Per/VII/2008 
about Minimum Standards of Service in the Health Sector in 
Regency/City. There only nine indicators of minimum services that can 
be achieved by Community Health Center in North Bengkulu Regency, 
from 22 minimum standards of health service that must be met. 
Independence and awareness of the health from community is very 
good, shown by the fact the whole Community Health Center in North 
Bengkulu Regency gain 100% range for the Active and Standby 
Village. 
 





Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan organisasi. Salah satu tujuan untuk 
mendirikan dan mengembangkan organisasi adalah untuk mencapai kinerja yang 
baik. Kinerja menjadi lebih penting dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas produk yang prima, peraturan perundang-undangan, tingkat persaingan 
dan tumbuh kembangnya perusahaan. 
 Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi 
kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,  kinerja 
dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi 
(Mangkunegara 2005) 
Untuk mengukur hasil kerja individu dan organisasi perlu dilakukan 
penilaian kinerja.Penilaian kinerja adalah sistem formal yang meninjau dan 
mengevaluasi kinerja individu maupun kinerja kelompok atau tim (Mondy dan Noe 
2005). Penilaian kinerja sangat penting dilakukan, karena penilaian kinerja dapat 
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digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja pegawai, tetapi juga untuk 
meningkatkan kinerja, memotivasi dan mengembangkan mereka  (Anthony & 
Parewe 1999). 
 Kinerja sumberdaya manusia sangat tergantung pada kesehatannya, 
sehingga kesehatan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam Indeks 
Pembangunan Manusia. Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi 
masyarakat. Sebegitu pentingnya kesehatan sehingga dimasukkan dalam  UUD 1945 
amandemen. Pada  pasal 34 ayat 2, tertulis bahwa negara bertanggung jawab atas 
penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
 Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah sepenuhnya 
bertanggung jawab menciptakan suatu kondisi individu untuk dapat hidup sehat. 
Hal ini berarti pemerintah berkewajiban membuat berbagai kebijakan yang 
mengarah pada tersedia dan terjangkaunya pelayanan kesehatan untuk semua 
lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini meliputi akses terhadap jasa pelayanan 
kesehatan untuk prakondisi kesehatan seperti akses terhadap air bersih, nutrisi, 
perumahan yang sehat, sanitasi, lingkungan dan lain- lain maupun untuk kondisi 
hidup sehat seperti pemenuhan gizi, pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan 
penyakit. 
 Wujud dari tanggung jawab pemerintah ditunjukkan dengan dibangunnya 
rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang memberi pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit dan puskesmas dijadikan wadah bagi 
masyarakat untuk memelihara kesehatan maupun sebagai wadah penyembuhan 
penyakit. Namun dari masyarakat yang pernah menggunakan jasa puskesmas, 
beberapa  diantara mereka ada yang kurang puas terhadap pelayanan puskesmas. 
 Pelayanan publik bidang kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Kesehatan sebagai leading sectornya. 
Untuk menjaga kualitas pelayanan bidang kesehatan, maka Menteri Kesehatan RI 
mengeluarkan Peraturan  Nomor 741/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditetapkan 
agar dapat menjadi pedoman dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk 
mempermudah pelaksanaan standar ini, pemerintah menerbitkan Kepmenkes No: 
828/MENKES/SK/IX/2008 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal 
bidang kesehatan di kabupaten/kota 
 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu kabupaten yang 
menyelenggarakan kesehatan bagi publik, berkewajiban untuk mengoperasionalkan 
rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat berdasarka standar pelayanan 
minimal bidang kesehatan. Penelitian ini  akan meng evaluasi pelayanan publik 
bidang kesehatan  di Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi kewajiban bagi 
pemerintah daerah, dengan cara membandingkan pelayanan yang diterima 
masyarakat dengan Standar pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat.  
 Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah tingkat ketercapaian standar 
pelayanan minimal kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara? Tujuan penelitian 
untuk menganalisis tingkat ketercapaian standar pelayanan minimal kesehatan di 
Kabupaten Bengkulu Utara.  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh; 1) Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui dinas/instansi terkait sebagai bahan 
masukan untuk meningkatkan standar pelayanan di bidang kesehatan; 2) 
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Masyarakat umum sebagai informasi pencapaian pelayanan kesehatan di Kabupaten 
Bengkulu Utara. 
Penilaian kinerja dapat dilakukan dalam bentuk kinerja perencanaan yang 
dapat dilakukan oleh para manajer dan karyawan untuk menentukan ekspektasi 
kinerja, penilaian kinerja  pembinaan, yang merupakan proses yang berkelanjutan 
sepanjang periode penilaian dan penilaian kinerja review, yang merupakan langkah 
formal yang melibatkan individu dan/atau evaluasi tim (Anthony & Parewe 1999). 
Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki kinerja individu, tim dan 
seluruh organisasi. Agar penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara baik dan 
akurat, maka sebaiknya penilaian dilakukan berdasarkan kriteria pekerjaan yang 
dilakukan, harapan kinerja oleh manajemen dan karyawan; standardisasi yang 
ditetapkan sebagai pedoman penilaian; penilai yang terlatih yang memiliki 
kemampuan untuk menilai hasilkerja; hasilnya dikomunikasikan secara terbuka 
kepada pegawai; Karyawan memiliki akses untuk menilai hasil kerja dan adanya 
proses dimana karyawan dapat menyatakan keberatan jika tidak sesuai ((Mondy 
dan Noe 2005). 
Anthony & Parewe (1999) menyatakan penilaian kinerja harus dilakukan, 
karena penilaian kinerja: 1)berperan penting dalam proses manajemen 
kinerja,2)membantu dalam perencanaan untuk memperbaiki kekurangan dan 
memperkuat hal-hal yang dilakukan dengan benar, 3)mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan karyawan, berguna untuk perencanaan karir dan 4)dapat 
mempengaruhi keputusan penggajian. Langkah penting dalam Penilaian 
1)Mendefinisikan pekerjaan dengan memastikan bahwa manajemen  dan karyawan  
setuju pada tugas dan standar kerja yang ditetapkan; 2) melaksanakan penilaian 
kinerja dengan Membandingkan kinerja aktual karyawan dengan standar yang telah 
ditetapkan; 3)Memberikan umpan balik dengan cara membahas kinerja bawahan 
dan kemajuan, dan membuat rencana untuk pengembangan yang diperlukan. 
 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang behak diperoleh setiap 
warga negara secara minimal. Yang diukur dengan suatu indikator prestasi baik 
kualitatif maupun kuantitatif yang hendak dipenuhi  dalam pencapaian SPM melalui 
input, proses, output dan/atau manfaat pelayanan.  
  Kerangka teori/konsep untuk mengkaji Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
741/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
di Kabupaten/Kota yang perhitungannya diperjelas dalam juknis yang ada di 
Kepmenkes No: 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang petunjuk teknis standar 
pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota yang meliputi: 
I.  Pelayanan Kesehatan Dasar 
1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4. 
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan. 
3. Cakupan Pelayanan Nifas. 
4. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. 
5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani. 
6. Cakupan Kunjungan Bayi. 
7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 
8. Cakupan pelayanan anak balita. 
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9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 
keluarga miskin. 
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. 
11.  Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. 
12.  Cakupan peserta KB aktif. 
13.  Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit.  
a.  Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 thn. 
b.  Penemuan Penderita Pneumonia Balita. 
c.  Penemuan pasien baru TB BTA Positif. 
d.  Penderita DBD yang ditangani. 
e.  Penemuan penderita diare. 
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin. 
II. Pelayanan Kesehatan Rujukan 
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 
16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberi Sarana 
Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota. 
III. Penyelidikan Epidemiologi Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). 
17. Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan  
epidemiologi < 24 jam. 
IV. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 
18. Cakupan Desa Siaga Aktif. 




Penelitian ini berupa penelitian deskriptif. Menurut Soeratno dan Arsyad (2003) 
penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan, mengolah dan meyajikan data yang akurat dan selanjutnya 
diuraikan secara sistematis. Penelitian deskriptif  bertujuan untuk memperoleh 
deskripsi data yang terpercaya dan berguna.  Jenis penelitian deskriptif  yang 
digunakan adalah studi evaluasi.  
   Menurut Notoadmojo, (2002)  penelitian evaluasi yang bersifat tinjauan, 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program itu berjalan, dan sejauh mana 
program tersebut mempunyai hasil atau dampak. Selanjutnya  hasil dari penelitian 
ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program-program tersebut. 
Dalam mengolah hasil penelitian evaluasi ini biasanya menggunakan analisis 
statistik sederhana saja yakni dengan analisis prosentase. 
  Populasi penelitian ini adalah seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten 
Bengkulu Utara. Pengambilan sampel menggunakan sensus, dimana seluruh 
populasi akan diteliti, dimaksudkan  untuk memperoleh data tentang capaian 
standar minimal pelayanan kesehatan secara akurat. Penelitian ini menggunakan  
data sekunder sebagai data utama, yakni data yang diperoleh dari laporan tahunan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Dilengkapi dengan informasi hasil 
wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai data 
cross check.  
   Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, 
yakni dengan menggunakan analisis statistik sederhana terhadap variabel 
pelayanan. Selanjutnya untuk mengetahui kualitas pelaksanaan program digunakan 
pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Setelah data berupa hasil  wawancara dan 
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jawaban kuisioner diperoleh, data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif 
yaitu menganalisa data-data sesuai dengan aslinya. Analisis data ini dilakukan 
dengan tahap-tahap pengkodean (coding), penilaian, tabulasi dan diinterpretasi. 
Data dikelompokkan dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian dan 




Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Untuk 
meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana yang 
memadai di bidang kesehatan, seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Di 
Kabupaten Bengkulu Utara, pada Tahun 2010, terdapat 2 Rumah Sakit, 21 
Puskesmas, 101 Puskesmas Pembantu, dan 41 Puskesmas Keliling yang tersebar 
pada 14 kecamatan. Di Kecamatan Enggano, terdapat 1 buah  Rumah Sakit, yang 
dinamakan Rumah Sakit Lapangan. Sedangkan untuk tenaga medis, ada sedikit 
peningkatan jumlah Dokter Umum, dari 38 menjadi 44 Orang, namun terjadi 
penurunan jumlah bidan, dari 280 Orang menjadi 254 Orang (Bengkulu Utara Dalam 
Angka 2011). Dalam kajian ini puskesmas yang dikaji adalah 20 puskesmas, karena 
satu puskesmas (Hulu Palik) baru diresmikan tahun 2011 sehingga data 
operasionalnya belum lengkap (Rangkuman hasil penelitian selengkapnya pada 
Lampiran).  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan dengan sandar minimal 
yang telah ditetapkan berdasar Keputusan menteri Kesehatan tidak semua tercapai 
oleh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari 22 
pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh setiap kecamatan dan puskesmas, 
hanya beberapa indikator yang tercapai sesuai target nasional. 
Ketercapaian standar pelayanan minimal setiap puskesmas,  dari 22 indikator 
pelayanan bidang kesehatan, indikator yang benar-benar mencapai target nasional 
hanya 8 target. Adapun Puskesmas yang mencapai delapan target nasional adalah 
Puskesmas Sebelat, Puskesmas Karang Pulau, Puskesmas Suka Makmur, Puskesmas 
Dusun Curup, Puskesmas Tanjung Agung Palik dan Puskesmas Lubuk Durian. 
Sedang Puskesmas Lais mampu mencapai 9 sesuai dengan target yang ditetapkan 
secara nasional. Adapun rincian capaiannya adalah sebagai berikut: 
1. Puskesmas Sebelat  memiliki delapan  capaian target nasional yaitu, kunjungan 
ibu hamil K-4( 95,3%), komplikasi kebidanan ditangani  (93,5%), pertolongan  
kehamilan (95,3%), pelayanan nifas (95,3%), desa/kel UCI (100%), peserta KB 
aktif (92,2%), pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (107,8%), 
dan Desa siaga Aktif (100%). 
2. Puskesmas Karang Pulau  memiliki delapan capaian target nasional yaitu 
kunjungan ibu hamil (98,9%), Komplikasi kebidanan ditangani (100%),  
Pertolongan  persalinan  (100%),  Pelayanan Nifas (97,7%),  desa/kel UCI 
(100%),  pelayanan anak balita (101,5%),  pemberian makanan pendamping 
ASI  (100%), dan Desa siaga Aktif (100%). 
3. Puskesmas Suka Makmur  memiliki delapan capaian target nasionl yaitu 
Komplikasi kebidanan ditangani (106,6%), Neonatus dgn komplikasi ditangani 
(9,4%),  Kunjungan bayi  (101%), pelayanan anak balita, (111,4%), pemberian 
makanan pendamping ASI  (100%),  Peserta KB aktif (87.0 %), Penemuan 
penderita diare (102%), dan Desa siaga Aktif (100%). 
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4. Puskesmas Ketahun memiliki tujuh  capaian target nasional yakni, Kunjungan 
ibu hamil K-4, (98,2%), Komplikasi kebidanan ditangani (99,1%), Pertolongan 
persalinan (96,9 %), Pelayanan Nifas (97,2%), pemberian makanan 
pendamping ASI (100%), balita gizi buruk mendapat perawatan  (100%), dan 
Desa siaga Aktif (100%). 
5. Puskesmas D6 Ketahun memiliki lima capaian target nasional yaitu Komplikasi 
kebidanan ditangani  (127,6%),  pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat  
miskin (100,%), balita gizi buruk mendapat perawatan (100%) dan Pelayanan 
kesehatan dasar pasien masyarakat miskin  (108,8%), dan Desa siaga Aktif 
(100%). 
6. Puskesmas Tanjung Harapan  memiliki tujuh capaian target nasional yaitu 
Kunjungan ibu hamil K-4,  (95.5%), Komplikasi kebidanan ditangani (108.6%), 
Pertolongan persalinan (92.9 %),   Pelayanan Nifas  (93.5%),pelayana  anak 
balita (93.5%), pemberian makanan pendamping ASI (100%), Peserta KB aktif  
(91,4% ), dan Desa siaga Aktif (100%). 
7. Puskesmas Napal Putih memiliki lima capaian target nasional yaitu Kunjungan 
ibu hamil K-4  (152.4%), Komplikasi kebidanan ditangani  (97,2%), pemberian 
makanan pendamping ASI  (100%), penemuan penderita diare (140%), dan 
Desa siaga Aktif (100%). 
8. Puskesmas Lais memiliki sembilan capaian target nasional yaitu Kunjungan ibu 
hamil K-4,  (94,20%), Komplikasi kebidanan ditangani, (98,30%), Pertolongan 
persalinan (90,51%), Pelayanan Nifas (90,51%), Kunjungan Bayi (96,70%, 6)  
pemberian makanan pendamping ASI (100%), balita gizi buruk mendapat 
perawatan (100%) dan Peserta KB aktif ( 86,62%), dan Desa siaga Aktif 
(100%). 
9. Puskesmas Air Bintunan memiliki enam capaian target nasional yaitu 
Kunjungan ibu hamil K-4 (96,10%), Komplikasi kebidanan ditangani (98,30%), 
Kunjungan Bayi  (90,50%), Desa/Kel UCI  (100%), Peserta KB aktif  (93,67%), 
dan Desa siaga Aktif (100%). 
10. Puskesmas Batiknau memiliki tujuh capaian target nasional yaitu Pertolongan 
persalinan (94,73%), Pelayanan Nifas  (94,73%), pelayanan anak balita 
(94,62%), pemberian makanan pendamping ASI  (100%), balita gizi buruk 
mendapat perawatan (100,%), Peserta KB aktif (89,12%), dan Desa siaga Aktif 
(100%). 
11. Puskesmas Air Lais memiliki tujuh capaian diatas target nasional yaitu 
pertolongan persalinan (94,73% ), pelayanan nifas (94,3%), pelayanan anak 
balita (94,62%), pemberian makanan pendamping ASI (100%), balita gizi buruk 
mendapat perawatan (100%), Peserta KB aktif (89,12%), dan Desa siaga Aktif 
(100%). 
12. Puskesmas Arga Makmur memiliki enam capaian target nasional yaitu 
Komplikasi kebidanan ditangani (98.1%), Pertolongan persalinan (90.0%), 
Pelayanan Nifas (90.4%), pelayanan anak balita (98.0%) dan balita gizi buruk 
mendapat perawatan (100%), dan Desa siaga Aktif (100%). 
13. Puskesmas Perumnas memiliki dua indikator diatas target nasional yaitu 
Komplikasi kebidanan ditangani (99.2%), pemberian makanan pendamping ASI 
(100%), dan Desa siaga Aktif (100%). 
14. Puskesmas Kemumu memiliki tujuh capaian target nasional yaitu Komplikasi 
kebidanan ditangani (98.0%), Kunjungan Bayi  (92.9%), pelayanan anak balita 
(95.4%), balita gizi buruk mendapat perawatan (100%), Peserta KB aktif 
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(85.5%), pelayanan kesehatan dasar pasien masy miskin (138,8%), dan Desa 
siaga Aktif (100%). 
15. Puskesmas Dusun Curup memiliki delapan capaian target nasional yaitu 
Kunjungan ibu hamil K-4  (116,4%), Komplikasi kebidanan ditangani (96%), 
Pertolongan persalinan  (116.4%), Pelayanan Nifas (102.7%), pemberian 
makanan pendamping ASI (100%), balita gizi buruk mendapat perawatan 
(100%), Peserta KB aktif (79.7%),  Desa siaga Aktif (100%). 
16. Puskesmas Tanjung Agung Palik memiliki delapan capaian target nasional yaitu 
Kunjungan ibu hamil K-4 (127.9%), Komplikasi kebidanan ditangani (105%), 
Pertolongan persalinan (96.0%), Pelayanan Nifas (96.0%), pemberian makanan 
pendamping ASI (100%), balita gizi buruk mendapat perawatan (100%) 
Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (131,1%), dan Desa siaga 
Aktif (100%). 
17. Puskesmas Lubuk Durian memiliki delapan capaian target nasional yaitu 
Kunjungan ibu hamil K-4  (97,10%), Komplikasi kebidanan ditangani (93,60%), 
Pertolongan persalinan (90,49%), Pelayanan Nifas ( 91,25%), pemberian 
makanan pendamping ASI (100%), balita gizi buruk mendapat perawatan 
(100%), Peserta KB aktif (78,99%), Desa siaga Aktif (100%). 
18. Puskesmas Kerkap memiliki enam capaian target nasional yaitu Komplikasi 
kebidanan ditangani (98,90%), Kunjungan Bayi (97,90%), pelayanan anak 
balita (116,21%), Peserta KB aktif (95,49%), Pelayanan kesehatan dasar pasien 
masyarakat miskin (109,90%), dan Desa siaga Aktif (100%). 
19. Puskesmas Enggano memiliki enam capaian target nasional yaitu Komplikasi 
kebidanan ditangani (101,60%), Pertolongan persalinan (97,01%), Pelayanan 
Nifas (100%), pelayanan anak balita (91%), Peserta KB aktif (96,88%), dan 
Desa siaga Aktif (100%). 
20. Puskesmas Air padang memiliki lima capaian target nasional yaitu Komplikasi 
kebidanan ditangani (109,0%), pelayanan anak balita (92,34%), pemberian 






Analisis tingkat ketercapaian standar pelayanan minimal kesehatan ini dilakukan 
dengan menganalisis data sekunder, menggunakan data yang sudah dipublikasikan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara (Dinas Kesehatan 2012). Data  
yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pelayanan minimal sesuai  
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum capaian kunjungan ibu 
hamil K-4 (sebanyak 4 kali selama kehamilan) di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) 
berada dibawah target nasional. Target yang ditetapkan secara nasional sebesar 
95% sedangkan  capaian target  Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara 
masih di bawah target nasional yakni 90,9%. Hal ini terjadi karena ibu hamil yang 
harus datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya sehingga pasien 
kurang termotivasi datang ke puskesmas. Terlebih jika mereka tidak memiliki 
keluhan terhadap kandungannya. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan 
Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara yang menyatakan bahwa  
“Ibu hamil disarankan untuk memeriksakan kandungannya ke tenaga 
kesehatan/bidan Puskesmas minimal di triwulan I sebanyak 1 kali, ditriwulan II 
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sebanyak 1 kali dan ditriwulan III sebanyak 2 kali.  Pertolongan persalinan bagi ibu 
hamil minimal ditolong oleh tenaga kesehatan minimal dengan kualifikasi pendidikan 
kebidanan dan memiliki keterampilan namun,  namun di Kabupaten Bengkulu Utara, 
karena bidan yang dimiliki terbatas yakni hanya 68 %, maka tenaga kesehatan yang 
memiliki kualifikasi D3  masih diperbolehkan untuk memberikan pertolongan. Kondisi 
ini mengakibatkan kondisi  ibu hamil kurang terpantau dengan baik”. 
Jika capaian K-4 dibawah standar nasional, capaian ibu bersalin yang ditolong 
tenaga kesehatan untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 90,1%, sudah 
sesuai dengan target yang ditetapkan secara nasional (90%), bahkan ada beberapa 
puskesmas yang mencapai target diatas standar nasional. Demikian juga halnya 
dengan capaian ibu nifas  yang mencapai 90,2%, hal ini sudah sesuai dengan target 
nasional (90%), bahkan ada beberapa puskesmas yang mencapai target diatas 
target yang ditetapkan secara nasional.  Ka Dinkes mengatakan 
“Setelah ibu melahirkan mereka mendapatkan kunjungan pelayanan nifas 
bila menggunakan tenaga kesehatan (bidan) minimal sebanyak 3 kali tapi 
bila melahirkan bukan dengan bidan / kedukun bayi maka pelayanan 
nifasnya dicari oleh tenaga kesehatan terdekat”. 
Untuk setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, capaian ibu 
hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas memiliki angka capaian yang bervariasi. Ada yang 
diatas target nasional, ada juga yang dibawah target. Bervariasinya tingkat kunjungan 
ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dapat dipengaruhi oleh jarak puskesmas dengan 
pemukiman penduduk yang teramai, tingkat kesadaran masyarakat, maupun 
keaktifan petugas. Pelayananan petugas, ketersediaan sarana dan obat, tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan medis & paramedis, tingkat ekonomi 
perekonomian juga turut mempengaruhi variasi tersebut. 
 Agar kunjungan ibu hamil dapat ditingkatkan, ada baiknya jika bidan 
mendatangi ibu yang sedang hamil, yang datanya dapat diketahui dari masyarakat 
atau RT. Untuk meningkatkan motivasi  para tenaga kesehatan untuk  mengunjungi 
ibu hamil, mereka dapat diberi insentif sesuai dengan kinerjanya. Upaya lain yang 
dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti 
penting kesehatatan ibu hamil yakni melalui penyuluhan, dimana sambil melakukan 
pemeriksaan, bidan dapat memberi penyuluhan, memberi brosur, maupun memberi 
kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan melalui sms. 
Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana 
dan prasarana puskesmas maupun obat2an. Meningkatkan motivasi petugas dengan 
memberi insentif setiap kali kujungan ibu hamil maupun menyediakan kendaraan bai 
gpetugas pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan untuk mengujungi pasien. 
Rendahnya tingkat ekonomi dapat diatasi dengan meningkatkan subsidi bagi 
ibu hamil, memberi bantuan obat dan pemeriksaan gratis. Peningkatan kunjungan ibu 
hamil ke puskesmas dapat juga dilakukan dengan mengadakan lomba kesehatan ibu 
hamil dan cerdas tangkas, mengenai  pengetahuan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu 
nifas. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan 
mendaftarkan tentang jaminan pelayanan persalinan (jampersal), yang akan 
dilanjutkan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana. 
Capaian  Kabupaten Bengkulu Utara  pada layanan cakupan komplikasi 
kebidanan yang ditangani lebih tinggi (94%) dibandingkan dengan target nasional 
yang ditetapkan berdasarkan Kepmenkes RI (80%). Ada juga puskesmas yang 
capaiannya lebih dari 100%. Hal ini terjadi karena ada ibu hamil yang berisiko tinggi 
dan kemungkinan mengalami komplikasi belum terdata pada saat hamil karena 
tidak melakukan kunjungan, dan pada saat terjadi komplikasi baru mengunjungi 
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puskesmas. Padahal sejumlah puskesmas sudah berusaha untuk mendata ibu hamil, 
bahkan ibu hamil yang diperkirakan berisiko tinggi dan mengalami komplikasi juga 
sdh diperkirakan sebelumnya. Agar capaian komplikasi yang ditangani dapat 
disesuaikan dengan target nasional, dapat dilakukan dengan cara memprediksi ibu 
hamil yang kemungkinannya akan mengalami komplikasi secara lebih teliti, 
melakukan kunjungan K4 kepada ibu hamil, dan melakukan pendataan ibu hamil 
secara lebih intensif.  
Capaian neonatal resiko tinggi/komplikasi di seluruh puskesmas-puskesmas 
yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara hanya 19%, jauh di bawah target nasional 
(80%). Hal  ini terjadi karena perkiraan noenatus yang ditetapkan oleh puskesmas 
yang ada di kabupaten Bengkulu Utara relatif tinggi (sebesar 689 orang) dan 
neonatus yang ditangani hanya 131 orang. Rendahnya capaian target neonatus 
dengan komplikasi dapat terjadi karena ada upaya antisipasi yang dilakukan untuk 
terjadinya resiko beberapa hari setelah kelahiran ditangani dengan baik, sehingga 
capaian neonatus dengan komplikasi ditangani menjadi rendah. Tanggapan Ka 
Dinkes,  
“Bila ada komplikasi terhadap bayi usia 0-28 Hari yang ditangani misalnya 
karena adanya sesak nafas atau hal lainnya, maka akan segera ditangani 
atau mendapat pelayanan dan bila tidak akan segera di rujuk ke temapat 
pelayanan kesehatan yang lebih baik” 
Penyebab lain, terjadi karena bayi yang diperkirakan memiliki resiko tinggi 
tidak kembali ke Puskesmas untuk pengobatannya, melainkan kemungkinan ke 
pengobatan alternative. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 
meningkatkan kesadaran ibu yang memiliki anak resiko komplikasi untuk 
membawanya ke puskesmas, dan memberikan sosialisasi pengetahuan tentang 
noenatus. 
Secara nasional target cakupan kunjungan bayi adalah  sebesar 90%, 
Kabupaten Bengkulu Utara, pada tahun 2011 secara keseluruhan belum mencapai 
target nasional, karena cakupan kunjungan bayi sebesar 84,6%. Hal ini terjadi 
karena kurang kesadaran menggunakan puskesmas sebagai tempat pelayanan 
kesehatan bayi hingga umur 1 tahun. (Tanggapan Ka Dinkes: “Diharapkan bayi 
kurang dari 1 tahun yangberkunjung ke pelayanan kesehatan minimal 4 kali 
kunjungan misalnya untuk mendapatkan imunisasi , konsultasi dsb”). Kemungkinan 
lain rendahnya capaian target, karena waktu buka puskesmas hanya siang hari 
kemungkinan sulit meninggalkan pekerjaan, faktor ekonomi dan adanya pilihan lain, 
ataupun kurang puas dengan pelayanan puskesmas. Upaya yang dapat dilakukan 
adalah dengan meningkatkan pelayanan puskesmas dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk menggunakan puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan 
bayi. 
Cakupan UCI secara keseluruhan adalah 84,91%, masih dibawah target 
nasional. Ada kelurahan/desa yang belum memiliki puskesmas, jika ingin mencapai 
target 100%, maka ditambahkan jumlah tempat-tempat yang dapat memberi 
pelayanan imunisasi dasar lengkap dalam satu tahun. Bukan hanya menambah 
puskesmas, namun dapat juga dengan menambah puskestu, posyandu dsb yang 
dapat memberikan pelayanan imunisasi. Upaya lain yang harus dilakukan adalah 
dengan menambah obat-obatan, karena obat yang dibutuhkan untuk imunisasi 
cukup banyak dan bervariatif. Berdasar hasil wawancara, bahwa 
“Imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan) membutuhkan 1 
dosis bcg, 3 dosis dpt, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Ibu 
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hamil dan wanita usia subur meliputi, 2 dosis TT, dan anak sekolah tingkat 
dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT” 
Cakupan pelayanan anak balita mencapai 83,5% hasil ini masih berada di 
bawah target yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2010 sebesar 90%. Hal ini 
terjadi karena kurangnya kesadaran ibu yang memiliki anak balita untuk memantau 
tumbuh kembang anak, karena kurang memahami arti penting tumbuh kembang 
balita untuk masa depannya. Petugas harus lebih proaktif untuk datang ke rumah-
rumah keluarga yang memiliki balita, dapat juga menggerakkan tim PKK untuk 
mendata balita dan mengaktifkan kegiatan PKK untuk balita. Harapan Ka Dinkes: 
“Diharapkan balita umur 12 bulan –60 bulan yangberkunjung ke pelayanan 
kesehatan minimal 4 kali kunjungan misalnya untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan”. 
Capaian pelayanan kesehatan dasar berupa pemberian Makanan 
Pendamping-ASI di Kabupaten Bengkulu Utara (“Melakukan pemberian makanan 
pendamping asi yakni susu bubuk instan dan biskuit”) pada tahun 2011 sebesar 
100%, capaian ini sesuai target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 100%. Tentu 
saja hal ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan dengan memberi makanan 
pendamping dengan kualitas yang lebih baik. 
Semua balita yang mengalami gizi buruk telah mendapatkan perawatan 
di sarana pelayanan kesehatan sampai membaik (target nasional 100%, capaian 
Kabupaten Bengkulu Utara juga 100%). Hal  ini menunjukkan bahwa di Kabupaten 
Bengkulu Utara kegiatan penemuan kasus dan respon terhadap kasus balita gizi 
buruk secara aktif telah dilakukan sehingga semua balita yang mengalami kondisi 
ini mendapatkan perawatan. Ka Dinkes:  
 “Kita memberikan pelayanan terhadap balita giizi buruk sampai balita 
tersebut membaik”. 
 Kegiatan ini lebih dapat ditingkatkan dan melakukan sosialisasi dan 
pendataan masyarakat miskin agar program penanganan gizi buruk dapat dilakukan 
dengan lebih baik, dan pada akhirnya jumlah balita dengan gizi buruk semakin 
berkurang atau tidak ada. 
Hampir semua puskesmas tidak mengisi data pelayanan kesehatan bagi 
murid SD/MI, hal ini terjadi karena puskesmas yang ada tidak memiliki tenaga 
berlebih untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke SD/MI. Hal lain yang 
menyebabkan hal ini  terjadi karena kurangnya motivasi tenaga kesehatan di setiap 
puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak kelas 1 SD/MI. Jika 
pemerintah menginginkan kesehatan anak SD/MI, khususnya kelas 1, dapat 
menambah jumlah tenaga kesehatan atau meningkatkan motivasi petugas untuk 
mau  memantau kesehatan anak SD/MI dengan memberi insentif melalu target 
capaian pemeriksaan kesehatan murid SD/MI, sehingga kerjasama puskesmas dan 
sekolah  dapat ditingkatkan. 
 Masih rendahnya capaian Kabupaten Bengkulu Utara dalam penjaringan 
kesehatan siswa SD dan setingkat menunjukkan kemampuan manajemen program 
Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga 
kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan perlu dibenahi dan diperbaiki 
melalui kegiatan pendataan, pengadaan dan pemeliharaan UKS kit dan UKGS kit, 
pelatihan petugas, penjaringan dan pelayanan kesehatan,pencatatan dan pelaporan. 
Capaian pemanfaatan kontrasepsi para PUS yang ditunjukkan dengan 
peserta KB aktif  di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011 sebesar 88,8% di atas 
target nasional  yang ditetapkan untuk tahun  2010 sebesar 70%. Hal  ini 
menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkulu Utara kegiatan pendataan PUS, 
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konseling KB untuk PUS, pelayanan kontrasepsi serta kegiatan lainnya yang terkait 
dengan pelayanan peserta KB aktif telah dilaksanakan dengan baik, karena di 
dukung oleh adanya tenaga dokter, bidan dan perawat. Sesuai pendapat Ka Dinkes: 
 “Seluruh pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif”. 
Jumlah kasus AFP non polio yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara pada 
tahun 2011 terdapat 0,00252% kasus dari jumlah penduduk yang berusia kurang 
dari 15 tahun. Dapat dikatakan hampir-hampir tidak ada lumpuh layu di Kabupatn 
Bengkulu Utara. Ini menunjukkan kegiatan sosialisasi, pencarian kasus dan 
pengambilan specimen penyakit AFP non polio di Kabupaten Bengkulu Utara telah 
berjalan dengan baik. Tersedianya dokter spesialis, dokter umum, epidemiolog 
kesehatan dan perawat di Kabupaten Bengkulu Utara menjadikan cakupan 
penemuan dan penangan penderita penyakit AFP non polio dapat dilakukan.  
Kasus pneumonia yang ditangani hanya berjumlah 0,10% hal ini terjadi 
karena puskesmas tidak memiliki fasilitas pelayanan pemeriksaan pneumonia, 
terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) berupa: dokter SpA, dokter umum, bidan 
dan perawat yang dapat melakukan pelayanan kesehatan melalui deteksi dini dan 
pengobatan pneumonia. Berkaitan dengan kasus pneumonia, sebaiknya pemerintah 
melengkapi fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia yang dapat mendeteksi 
dan mengobati penyakit pneumonia. 
Jumlah penemuan kasus TB BTA + tahun 2011 di Kabupaten Bengkulu Utara 
sebanyak 69 kasus atau 10,4% dari kasus yang diperkirakan. Data ini 
mengindikasikan penemuan kasus TB BTA + di Kabupaten Bengkulu Utara masih 
jauh dari target nasional yang ditetapkan 100%. Ini menunjukkan perlu adanya 
peningkatan kegiatan penemuan, pengobatan, penyuluhan serta langkah kegiatan 
lainnya, agar masyarakat yang menderita TB BTA + di Kabupaten Bengkulu Utara 
dapat diobati pada unit pelayanan kesehatan yang ada. 
Banyaknya penderita DBD di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011 
berjumlah 105 jiwa namun tidak ada data penderita DBD yang meninggal dunia dan 
kasus fatal (case fatality rate/CFR). Ini menunjukkan penderita DBD di Kabupaten 
Bengkulu Utara mendapatkan pelayanan kesehatan karena telah berjalannya 
kegiatan penanggulangan kasus oleh puskesmas, penyelidikan epidemiologi, serta 
evaluasi kasus sehingga dengan penanganan sesuai SOP tidak ada penderita DBD 
yang meninggal dunia.  
 Capaian pelayanan penderita diare di Kabupaten Bengkulu Utara masih di 
bawah target nasional hanya mencapai 32%, dimana target nasional adalah sebesar 
100%. Masih rendahnya capaian cakupan pelayanan diare antara lain disebabkan 
masih sedikitnya jumlah penderita yang mampu dilayani dibandingkan dengan 
perkiraan banyaknya penderita diare. Ini  mengindikasikan masih terbatasnya SDM 
kesehatan medis dan paramedis serta tenaga epidemiolog dan sanitarian, sehingga 
penatalaksanaan kasus diare belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.  
Cakupan pelayanan dasar strata 1 bagi masyarakat miskin di Kabupaten 
Bengkulu Utara sebesar 69,8%, dibawah target yang ditetapkan pemerintah sebesar 
100%. Hal ini tentunya memerlukan pendataan yang akurat terhadap keberadaan 
pasien yang berasal dari masyarakat miskin serta meningkatkan pelayanan pada 
sarana kesehatan. Ka Dinkes mengatakan: 
“Masyarakat yang tidak memiliki jamkesmas akan diberikan pelayanan melalui 
jamkesda”. 
Pelayanan kesehatan rujukan pasien  miskin di sarana kesehatan strata 2 
dan strata 3 di Kabupaten Bengkulu Utara hanya sebesar 1,10%, sangat jauh dari 
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target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 100%. Hal ini terjadi karena masih 
terbatasnya sarana dan prasarana  Strata 2 dan strata 3 di kabupaten Bengkulu 
Utara. 
“Mulai dari poskesdes terdekat, lalu dirujuk ke puskesmas terdekat, dan bila 
perlu dirujuk ke rumah sakit terdekat dan seterusnya. Untuk masyarakat 
miskin (Gakin) dirujuk secara berjenjang seperti yg dijelaskan.” 
Semua sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara belum 
mempunyai kemampuan pelayanan gawat darurat level I, dari 21 puskesmas yang 
ada di Kabupaten Bengkulu Utara hanya 8 puskesmas yang memiliki kemampuan 
pelayanan gawat darurat level 1. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu 
Utara tahun 2011 sebesar 257.675 orang yang membutuhkan sarana kesehatan 
level I, maka jumlah sarana kesehatan dan kemampuan pelayanannya masih sangat 
kurang. Menurut Ka Dinkes: 
“Cakupan pelayanan gawat darurat ini memiliki dokter umum on site 
(berada ditempat) 24 jam dengan kualifikasi GEELS (general 
emergensi life suport)dan atau ATLS (atfance trauma life suport) + 
ACLS(advance cardiac life suport) dan bila tidak bisa ditangani akan 
dirujuk kembali ke rumahsakit yg lebih baik”. 
Jumlah desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 212 desa, 
berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada satupun 
desa yang dilaporkan mengalami KLB. Ini menunjukkan kegiatan pencegahan 
terjadinya KLB telah berjalan dengan baik. Ka Dinkes menyatakan, “Untuk tahun 
2011-2012 belum ada ditemukan KLB”.  
Dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui 
pembentukkan desa siaga aktif, Kabupaten Bengkulu Utara telah mencapai target 
nasional (100%). Dengan jumlah poskesdes dan posyandu yang lebih banyak dari 
jumlah desa menunjukkan satu desa bisa terdapat lebih satu poskesdes dan 
posyandu yang dikembangkan oleh masyarakat. Menunjukkan bahwa kesadaran 
dan kemandirian masyarakat terhadap kesehatan sudah baik. Pendapat Ka Dinkes: 
“Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 
dilakukan oleh pihak dinas kesehatan kab BU melalui cakupan Puskesmas 
siaga aktif yang merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat dimana 
pihak dinas kesehata hanya bersifat pembinaan, melatih, dan SDM nya 
(petugasnya) sedangkan pelaksanaannya atau menentukan aktif tidaknya 
Puskesmas siaga ditentukan oleh masyarakat itu sendiri”. 
 
Pada akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan:  
“Program yang direncanakan oleh dinkes sesuai dengan visi misi dinas 
kesehatan. Dan pada prinsipnya beberapa program sudah berjalan karena 
merupakan tupoksi dan program tersebut sudah tertuang dalam renstra 
dinas kesehatan. Untuk program sudah berjalan namun belum maksimal 
dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang 
belum memadai, SDM yang ada tidak sesuai dengan penempatannya, 
kebijakan ada yang kurang mendukung. Ke depan program yang 
direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
Bengkulu Utara adalah lebih meningkatkan pelayanan kesehatan yang sudah 









1. Kinerja bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas, belum dapat 
mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.  
2. Hanya sembilan indikator pelayanan minimal  yang dapat dicapai oleh 
puskesmas berdasar standar minimal, dari 22 standar minimal pelayanan 
kesehatan yang harus dipenuhi. 
3. Kesadaran dan kemandirian masyarakat terhadap kesehatan sangat baik, 
ditunjukkan dengan fakta seluruh puskesmas memperoleh 100% cakupan 





Pemerintah, petugas kesehatan dan masyarakat harus bahu membahu demi 
tercapainya standar pelayanan minimal bidang kesehatan, yang dapat dilakukan 
dengan cara: 
1. Pemerintah harus selalu mensosialisasikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyebaran leaflet,  
kunjungan ke masyarakat secara berkala, memberikan penghargaan bagi 
masyarakat yang berprestasi dalam bidang kesehatan, mengadakan berbagai 
lomba, pemutaran film kesehatan, dan pengkaderan masyarakat untuk dapat 
membantu memberi pelayan kesehatan bagi masyarakat dengan memberi 
pelatihan dasar minimal untuk menjadi kader kesehatan. Pemerintah juga 
harus  memantau pelaksanaan kesehatan oleh petugas dan masyarakat, 
dengan cara melakukan evaluasi rutin terhadap pelayanan kesehatan di setiap 
pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga harus membina 
tenaga kesehatan, kader kesehatan dan mereka yang berperan dan 
berpartisipasi aktif di bidang kesehatan dengan cara memberi insentif, 
penghargaan, fasilitas, pelatihan dan memberi sanksi bagi yang melanggar 
aturan.  
2. Bagi petugas kesehatan, lebih dapat menumbuhkan jiwa pengabdian untuk 
memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang tidak menghitung 
tenaga yang dikeluarkan berdasar materi, untung rugi, maupun balas jasa. 
Dengan jiwa pengabdian akan menumbuhkan keikhlasan tanpa pamrih untuk 
memberikan pelayanan dengan baik. 
3. Masyarakat, memiliki kemauan dan bersedia melakukan hal-hal yang positif 
untuk dapat meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan kesejahteraannya. Hal 
tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka diri terhadap informasi dan 
pengetahuan baru, melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas 
masalah kesehatan, berperan dan berpartisipasi aktif dalam upaya 
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